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KEPUTUSAN PIMPINAN  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN SUMEDANG 

 

Nomor  :  171/ 09.a /KEP.PIMP.DPRD/2011 

Lampiran :  1 (satu) berkas 

 

T E N T A N G 

 

RENCANA KERJA (RENJA) DPRD KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2012 

 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 

 

Menimbang : a. bahwa dengan akan dilaksanakannya pembahasan Kebijakan Umum 

APBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2012, perlu ditetapkan 

Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun Sidang 2012 sebagai dasar bagi penyusunan 

program kegiatan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Sumedang; 

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di 

atas, Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun Sidang 2012 perlu ditetapkan dalam keputusan 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita 
Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 

 
3. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

 
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004  tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara   Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

 
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

 
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor  59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

 
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

 
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4721);   

 
12. Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); 

 
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4836) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 
2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986; 

 
14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043 ); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 



Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, 

Pengesahaan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang 
Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4865); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
19. Peraturan Pemerintah  Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4693 ); 

 
20. Peratutan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007  Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4741); 

 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang 
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22); 

 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri  Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 



 
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2004 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2006 
tentang Perubahan Pertama  atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Sumedang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 
Nomor 4 Seri E); 

 
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 
Sumedang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2008 Nomor 2); 

 
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang  

Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5); 

 
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7 ); 

 
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 8); 

 
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Sumedang Tahun 2009 - 2013 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 13); 

 
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 

Pokok Pokok Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4);  

 
31. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2009 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2011 tentang Peraturan Tata Tertib 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang. 

 

Memperhatikan : 1. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang 171/ 07 

/KEP.PIMP.DPRD/2011 tentang Penetapan Pembahas Raperda 

Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 

Anggaran 2010 dan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Sumedang 

Tahun 2012; 

 

2. Laporan Hasil Pembahasan Rencana Kerja DPRD Kabupaten 

Sumedang Tahun 2012; 

 

3. Keputusan Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang tanggal 12 

September 2011. 

 

 

 

 



M E M U T U S K A N 

   

Menetapkan :  

 

KESATU 

 

 

 

 

 

: 

 

Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun Sidang 2012, disusun dengan sistematika, sebagai 

berikut : 
 

I    :  Pendahuluan 

II   :  Rencana Strategis DPRD (2009-2014) 

III  :  Rencana Kerja Masa Sidang Tahun 2012 

IV :   Pengawasan dan Pengendalian  

V  :   Dukungan Anggaran 

VI :   Penutup  

 

K E D U A : Naskah Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun Sidang 2012 sebagaimana dimaksud pada Diktum 

Kesatu, tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini yang 

merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan. 

 

K E T I G A : Keputusan ini disampaikan kepada alat kelengkapan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah untuk ditindaklanjuti, dilaksanakan dan dijabarkan lebih 

lanjut dalam Rencana Kerja Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang. 

 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di   : Sumedang 

pada tanggal    : 13 September  2011 
 
                                               

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN SUMEDANG 

KETUA, 

 

ttd 

 

YAYA WIDARYA 

 

WAKIL KETUA 

 

ttd 

 

 

ASEP ELY GUNAWAN, S.PdI 

WAKIL KETUA 

 

ttd 

 

 

Drs. H. SARNATA 

WAKIL KETUA 

 

ttd 

 

 

Ir. EDI ASKHARI, M.Si 

 

Salinan: 

1. Yth. Sdr. Bupati Sumedang; 

2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. 

     ------------------------------------------------------------------- 


